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ABSTRAK 

 

“PRAKTIK PEMBEBANAN PEMBAYARAN TUNGGAKAN KREDIT 

HANDPHONE PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DI DESA SERUWAY” 

 

Penelitian ini akan menguji apakah praktik pembebanan pembayaran tunggakan 

kredit handphone di Desa Seruway sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah. 

Pertanyaan penelitian mencakup bagaimana praktik pembebanan kredit 

handphone perspektif fiqh muamalah dan bagaimana praktik pembebanan 

pembayaran tunggakan kredit handphone di Desa Seruway. Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa secara teoretik, pembebanan biaya karena kredit menurut 

mazhab Syafi‟i dan Hanafi, boleh dengan ketentuan adanya kesepakatan kedua 

belah pihak, kredit dengan nominal yang pantas/rasional, dan tidak menzhalimi 

pembeli. Pendapat Hadawiyah dari kelompok Zaidiyah mengatakan praktik 

seperti ini riba dan haram. Ini dikuatkan dengan pendapat Al-Albani yang 

mengatakan bahwa mengambil tambahan harga dibandingkan dengan tambahan 

harga kontan adalah jual beli yang tidak disyaratkan. Jika mengambil harga yang 

lebih tingi berarti itu riba, karena Islam memberikan keringanan. Dari sisi praktik 

bahwa setelah debitur tidak membayar cicilan, sebagaimana kesepakatan, maka 

kreditur menetapkan tambahan yang harus dibayar karena tunggakan tersebut. 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dimana penulis mengumpulkan data-data 

dari proses wawancara, observasi dan dengan tidak menghindarkan dari 

perdebatan teoretik tentang tema. Perdebatan teoretik yang dimaksudkan adalah 

perdebatan di kalangan fuqaha tentang apakah pembayaran ini dibolehkan atau 

tidak. 

 

 

Kata Kunci:TunggakanKredit, bebanbayar, handphone, Seruway. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan observasi awal, praktik kredit jual beli handphone sudah ada 

sejak dari dulu. Adanya kredit ini dikarenakan masyarakat membutuhkan barang 

ini, meskipun dengan cara kredit dengan harga yang tinggi dari harga tunai. Salah 

satu penyebab terjadi kredit handphone dalam transaksi jual beli ini adalah 

kekurangan biaya seseorang untuk melakukan transaksi jual beli secara kontan, 

serta keinginan untuk memiliki barang tersebut, namun dikondisikan pembeli 

tidak memiliki dana yang cukup untuk membelinya,sehinggapembeli melakukan 

transaksi jual beli kredit dengan harga yang lebih mahal dari harga kontan pula. 

Dalam praktiknya di Desa Seruway ini untuk mendapatkan 

handphonetersebut pembeli dibebani beberapa syarat, seperti Kartu Keluarga 

(KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai jaminan kredit. Pembeli juga 

harus membayar uang muka dari berapa harga handphone dan memakai uang 

admistrasi di awal. Setelah proses kredit selesai, pembeli menunggu barang yang 

diinginkan selama beberapa hari kemudian. Pembayaran dilakukan selama dalam 

jangka waktu satu tahun. Penjual juga melakukan tunggakan jika pembeli 

melewati waktu tempo yang sudah ditentukan dan disepakati di awal.
1
 

Kredit sudah semakin berkembang dikalangan masyarakat, karena 

sebagiankebutuhan  masyarakat  terhadap suatu barang. Kredit handphone ini 

                                                             
1
 Wawancara awal dengan Rani Maharani, Penjual kredit Handphone Desa Seruway, hari 

Rabu Tanggal 31 Januari 2018, jam 15.00 WIB  



dilakukan oleh banyak kalangan masyarakat yang sangat membutuhkan 

handphone tersebut. Bahwa pada penjualan kredit handphone di Desa Seruway, 

penjual handphone itu bukan melalui counter resmi penjualan offline handphone 

tetapi melalui penjualan yang secara langsung menawarkan produk handphone 

android ke rumah-rumah masyarakat. 

Akan tetapi, dengan adanya kredit dapat memudahkan masyarakat untuk 

mendapatkan barang yang diinginkan. Masyarakat merasa mendapat beberapa 

kemudahan sehingga tidak memikirkan apakah nantinya mereka mampu untuk 

membayar tunggakkan beserta bunga setiap periode. Namun jika penjualan 

handphone dengan cara tunai masyarakat akan sangat memberatkan hal tersebut, 

termasuk dalam kalangan menengah ke bawah, karena harganya yang sangat 

mahal. Namun apabila membeli secara kredit dapat dijangkau oleh masyarakat.  

Penambahan harga didasarkan atas penambahan waktu penundaan 

pembayaran, waktu pembayaran menjadi basis penambahan harga. Sebenarnya 

masyarakat merasa dirugikan dan merasa terbebani dengan adanya tunggakan 

pembayaran kredit, tetapi keadaan masyarakat tidak mempunyai uang tunai maka 

kredit sesuatu hal yang tepat bagi masyarakat.
2
 

Dalam perkara jual beli kredit ini, bahwa jual beli yang seperti ini yang 

telah banyak tersebar dikalangan pedagang di masa kini, yaitu jual beli at-

taqsithdengan mengambil tambahan harga dibandingkan dengan tambahan harga 

kontan.
3
 Dalam hal ini terdapat beberapa pendapat dari kalangan fuqaha, pertama; 

Hanafi dan Syafi dapat diperbolehkan tetapi dengan ketentuan kesepakatan kedua 

                                                             
2
  Wawancara dengan Zainal, Pembeli Kredit Handphone, hari Sabtu Tanggal  10 februari 

2018 jam 16.00 WIB 
3
 Moh Rifa‟i, Fiqh Islam Lengkap, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2014), h. 109. 



belah pihak, kredit dengan nominal yang pantas/rasional dan tidak menzhalimi 

pembeli.
4
 Kedua; Al-Albani mengatakan jual beli termasuk riba jika mengambil 

harga yang lebih tinggi berarti itu riba, hal ini juga bertentangan dengan ruh Islam 

didirikan atas pemberian kemudahan serta meringankan beban mereka.
5
 Ketiga; 

Hadawiyah dari kelompok Zaidiyah jual beli kredit termasuk terlarang, ribawi dan 

haram karena menaikkan harga karena temponya, maka hukumnya haram, 

berhubung dengan waktu sama halya dengan riba.
6
 

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, Maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul: “Praktik Pembebanan Pembayaran 

Tunggakan Kredit Handphone Perspektif Fiqh Muamalah di Desa 

Seruway”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas tersebut, maka diperoleh 

beberapa rumusan yang berkaitan dengan judul penulisan, yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana praktik pembayaran kredit handphone di Desa Seruway? 

2. Bagaimana praktik pembebanan pembayaran tunggakan kredit handphone 

perspektif fiqh muamalah? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui praktik pembayaran kredit handphone di Desa 

Seruway. 

                                                             
4
Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 

h. 275. 
5
 Aibak Kutbuddin, Kajian Fiqh Kontemporer, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 215. 

6
 Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Nasa‟I, (Jakarta: Pustaka Azzam, 

2009), h. 328. 



2. Untuk mengetahui praktik pembebanan pembayaran tunggakan kredit 

handphone perspektif fiqh muamalah. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Secara Teoritis 

Kegunaan secara teoritis dari penelitian ini adalah sebagai bahan 

informasi, menambah wawasan dan pengetahuan tentang respon 

masyarakat dan tinjauan perspektif fiqh muamalat terhadap praktik 

pembayaran kredit handphone di Desa Seruway. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Akademis, sebagai salah satu tugas akhir dan syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Hukum serta memberikan sumbangan 

akdemis berupa karya ilmiah kepada Fakultas Syariah Institut Agama 

Islam (IAIN) Langa. 

b. Bagi Masyarakat, sebagai sumbangan moral yang berarti bagi 

masyarakat yang dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam 

melakukan aktifitas muamalah yaitu jual beli dengan kredit terutama 

pada masyarakat terhadap praktik kredit handphone di Desa Seruway. 

E. Penjelasan Istilah 

Didalam penulisan ini penulis menggunakan beberapa istilah sebagai 

penunjang yang menjelaskan “Praktik pembebanan pembyaran tunggakan kredit 

handphone  perspektif fiqh muamalat di Desa Seruway” 

 



1. Kredit 

Jual beli kredit secara bahasa arab disebut al-bay‟ bi saman ajiladalah 

jual beli dengan pembayaran tangguh. Bisa dikatakan jual beli kredit yaitu jual 

beli yang dilakukan dengan cara berangsur sesuai dengan kesepakatan akad di 

awal.
7
 

Kredit dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) diartikan sebagai cara 

menjual atau membeli barang dengan pembayaran tidak secara tunai. 
8
Kredit 

adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan 

suatu pinjaman dengan suatu janji, pembayaran akan dilaksanakan pada jangka 

waktu yang telah disepakati.
9
 

2. Handphone 

Melalui observasi, penulis menemukan bahwa penjualan handphone 

praktiknya dilakukan dalam dua bentuk, pertama melalui counter resmi offline. 

Dan kedua melalui penjualan langsung. Adapun handphone yang dijual baik 

melalui counter offline maupun melalui penjualan langsung adalah seluruh 

jenis handphone baik android maupun non-android. 

3. Fiqh Muamalah 

Kata mu‟amalat yang kata tunggalnya mu‟amalah yang berakar pada 

kata „amal secara arti mengandung arti “saling berbuat” atau berbuat secara 

timbal balik. Lebih sederhana lagi berarti “hubungan antara orang dengan 

orang”. Bila kata ini dihubungkan kepada lafaz fiqh, mengandung arti aturan 

                                                             
7
 Direktorat Perbankan Syariah, Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah, 

(Jakarta: Bank Indonesia, 2006), h. 6. 
8
 Tim Penyusun, Kamus Bahasa Indonesia,(Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 870. 

9
  Astiko, Manajemem Perkreditan, (Yogyakarta: Andi Offset, 1996), h. 5. 



yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain dalam pergaulan 

hidup di dunia.
10

 

Hubungan antara manusia berkaitan dengan harta ini dibicarakan dan 

diatur dalam kitab-kitab fiqh karena kecenderungan manusia kepada harta itu 

begitu besar dan sering menimbulkan persengketaan sesamanya, kalau tidak 

diatur, dapat menimbulkan ketidak stabilan dalam pergaulan hidup antara 

sesama manusia. Di samping itu penggunaan harta dapat bernilai ibadah bila 

digunakan sesuai dengan kehendak Allah yang berkaitan dengan harta itu.
11

 

Harta secara sederhana mengandung arti sesuatu yang dapat dimiliki. 

Ia termasuk salah satu sendi bagi kehidupan manusia di dunia, karena tanpa 

harta atau secara khusus adalah makanan, manusia tidak akan dapat bertahan 

hidup. Oleh karena itu Allah SWT menyuruh manusia memperolehnya, 

memilikinya dan memanfaatkannya bagi kehidupan manusia dan Allah SWT 

melarang berbuat sesuatu yang akan merusak dan meniadakan harta itu.
12

 

4. Seruway 

Secara administratif, Desa Seruway adalah salah satu Kampung yang 

terdapat di Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang. Dengan luas Desa 

13 ha/m
2
, dan batas wilayah sebelah Timur berbatas dengan Kampung Binjay, 

kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang; sebelah Selatan berbatas 

dengan Kampung Sukaramai  Satu, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh 

Tamiang; sebelah Utara berbatas dengan kampung Pantai Balai, Kecamatan 

                                                             
10

 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 175. 
11

Ibid.., h. 178. 
12

Ibid.., h. 179  



Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang; sebelah Barat berbatas dengan Kampung 

Padang Langgis, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang.
13

 

 

F. Penelitian Terdahulu 

Terdapat beberapa karya atau hasil penelitian terdahulu yang berkaitan 

dengan studi yang akan penulis teliti. 

1. Skripsi yang dilakukan oleh Muhammad Birusman Nuryadin, mahasiswa 

Fakultas Syariah Jurusan muamalah STAIN Samarinda pada tahun 2004 

yang berjudul: “Penambahan harga pada barang secara kredit 

perspektifIslam”. 

Dalam skripsi Nuryadin membahas bahwa harga berbagai macam 

metode penetapan harga tidak dilarang oleh Islam dengan ketentuan 

sebagai berikut, harga yang ditetapkan oleh pihak pengusaha atau pedagang 

tidak mendzalimi pihak pembeli yaitu tidakdengan mengambil keuntungan 

diatas normal atau tingkat kewajaran.Sedangkan penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti yaitu praktik pembebanan pembayaran tunggakan 

kredit handphone perspektif fiqh muamalah.
14

 

G. Kerangka Teori 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori-teori tentang kepemilikan 

harta benda. Terutama yang dikemukakan oleh Behesti, Mardani, dan M. 

Solahuddin. 

                                                             
 

13
Sumber Data Desa Seruway, Muhammad Us  (Datok Penghulu Seruway). 

14
 Muhammad Birusman Nuryadin, Penambahan Harga pada Barang Secara Kredit 

Perspektif Islam, (Fakultas Syariah STAIN Samarinda 2004) 



Dalam Behesti menyebutkan hak milik (kepemilikan) adalah hubungan 

antara manusia dengan harta yang di tetapkan oleh syara‟, dimana manusia 

memiliki kewenangan khusus untuk melakukan transaksi terhadap harta tersebut, 

sepanjang tidak ditemukan hal yang melarangnya.
15

 

Behesti juga menyebutkan secara bahasa kepemilikan bermakna pemilikan 

manusia atas suatu harta dan kewenangan untuk bertransaksi secara bebas 

terhadapnya. Menurut istilah kepemilkan adalah keistimewaan atas suatu benda 

yang menghalangi pihak lain bertindak atasnya dan memungkinkan pemilikanya 

untuk bertransaksi secara langsung selama tidak ada halangan syara‟.
16

 

Pembagian hak milik dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu: 

1. Hak milik pribadi ( al-milkiyah al-fardiyah ) 

Mardani menyebutkan hak milik pribadi adalah hukum syara‟ yang 

berlaku bagi zat ataupun manfaat (utility) tertentu yang memungkinkan 

siapa saja mendapatkannya untuk memanfaatkannya barang tersebut, serta 

memperoleh kompensasi, baik karena barang yang diambil kegunaannya 

oleh orang lain (seperti sewa) ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan 

zatnya seperti di beli barang tersebut.
17

 

2. Hak milik umum ( al-milkiyah al-aammah) 

M. Solahuddin menyebutkan hak milik umum adalah harta yang 

telah ditetapkan hak miliknya oleh syari dan menjadikan harta tersebut 

sebagian milik bersama atau seseorang atau sekelompok kecil orang di 
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bolehkan menggunakan harta tersebut, akan tetapi mereka dilarang untuk 

menguasainya secara pribadi.
18

 

3. Hak milik Negara 

M. Solahuddin menyebutkan hak milik negara adalah sebagian harta 

hak seluruh umat yang pengelolaannya menjadi wewenangan kepala 

Negara, dimana bisa memberikan sesuatu kepada sebagian umat sesuai 

dengan kebijaksanaannya. 

Sedangkan harta merupakan komponen pokok dalam kehidupan 

manusia. Dengan harta, manusia bisa memenuhi kebutuhannya, baik yang 

bersifat materi ataupun immateri. Dalam kerangka memenuhi kebutuhan 

tersebut, terjadilah hubungan horizontal antar manusia (muamalah), karena 

pada dasarnya tidak ada manusia yang sempurna dan dapat memenuhi 

kebutuhannya sendiri, akan tetapi saling membutuhkan terkait dengan 

manusia lainnya.Dalam konteks tersebut, harta hadir sebagai obyek 

transaksi, harta bisa dijadikan sebagai obyek dalam transaksi jual beli, 

sewa-menyewa, partnership (kontrak kerjasama), atau transaksi ekonomi 

lainnya. Selain itu, dilihat dari karakteristik dasarnya (nature), harta juga 

bisa dijadikan sebagai obyek kepemilikan, kecuali terdapat faktor yang 

menghalanginya.
19

 

H. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan dan mengetahui dalam penulisan ini, maka penulis 

menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut: 
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Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, penjelasan 

istilah, penelitian Terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

Bab kedua, merupakan landasan teori yang terdiri dari definisi jual beli 

kredit, dasar hukum jual beli yaitu jual beli kredit dibolehkan, dan jual beli kredit 

yang dilarang, rukun dan syarat jual beli kredit, penambahan harga, penambahan 

harga dari segi fiqh, penambahan harga dari segi maqasid syariah.  

Bab ketiga, merupakan metodologi penelitian yang terdiri dari jenis 

penelitian, waktu dan lokasi penelitian, sumber data penelitian, teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data, dan pedoman penulisan. 

Bab Keempat, merupakan hasil penelitian yang terdiri dari  gambaran 

umum lokasi penelitian, praktik pembebanan pembayaran tunggakan kredit 

handphone di Desa Seruway, praktik pembebanan pembayaran tunggakan kredit 

handphone dari segi fiqh muamalah, dan data analisis. 

Bab Kelima, merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Definisi Jual Beli Kredit 

Jual beli kredit berasal dari kata jual beli dankredit. Jual beli secara   istilah 

adalah pertukaran harta dengan harta untuk tujuan memiliki ucapan ataupun 

perbuatan.
20

Sedangkan kredit secara bahasa arab disebut al-bai‟ bi al-taqsith 

menurut istilah syariah adalah menjual sesuatu dengan pembayaran yang diangsur 

dengan cicilan tertentu pada waktu tertentu dan lebih mahal dari pada pembayaran 

kontan.
21

 

Kredit berasal dari bahasa Yunani “credere” yang berarti kepercayaan 

akan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. 
22

Menurut istilah kredit adalah 

sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur baik itu jual beli atau pinjam 

meminjam. Misalnya, seorang membeli ke sebuah dealer dengan uang muka 10% 

dan sisanya dibayar secara berangsur-angsur selama sekian tahun dan dibayar satu 

kali dalam sebulan. Kredit bisa juga terjadi pada seseorang yang meminjam uang 

ke bank atau koperasi, kemudian pinjaman tersebut dibayar berangsur-angsur, ada 

yang dibayar setiap hari, mingguan dan dibayar satu kali dalam sebulan. 
23

 

Mayoritas ulama membolehkan jual beli dengan kredit, baik harga barang 

yang menjadi objek transaksi sama dengan harga cash maupun lebih tinggi. 

Namun demikian mereka mensyaratkan kejelasan akad, yaitu adanya kesepakatan 
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antara penjual dan pembeli bahwa jual beli itu memang dengan sistem kredit. 

Dalam transaksi semacam ini biasanya si penjual menyebutkan dua harga, yaitu 

cash dan harga kredit. Si pembeli harus jelas hendak membeli dengan cash atau 

kredit.
24

 

 Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang pokok-pokok perbankan, 

pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman antara bank dengan pihak lain 

yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutang nya setelah jangka 

waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan. 

Bank  yang berpedomannya adalah memperoleh hasil yang setinggi-tingginya dari 

uang yang di pinjamkan tanpa mempersoalkan penggunaan kredit yang 

diberikannya.
25

 

Jadi kesimpulan dari jual beli kredit adalah jual beli dimana barang di 

serahterimakan terlebih dahulu, sementara pembayaran dilakukan beberapa waktu 

kemudian berdasarkan kesepakatan. Mayoritas ulama membolehkan jual beli 

kredit baik harga barang yang menjadi objek transaksi sama dengan harga cash 

maupun lebih tinggi. 

 

B. Dasar Hukum Jual Beli Kredit 

Hukum jual beli kredit secara umum dapat diperbolehkan oleh syariat. Hal 

ini didasarkan pada beberapa dalil, diantaranya adalah. 

 

                                                             
24

Ibid…, h. 20. 
25

  Ismail, Manajemen Perbankan, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 94. 



Firman Allah QS Al-Baqarah:282 

ٍََ َٰٓأٌَُّٓبَٱنَّزٌِ َفٌََََ  ى ًّّٗ سَ َيُّ َأجََمٖ َٰٓ َإِنىَ  ٍٍ ٌۡ َثذَِ َتذََاٌَُتىُ َإرَِا اْ َٰٕٓ ََٱكۡتجَُُُِٕ ءَايَُُ َكَبتتُُِۢ ُكَُىۡ ٍۡ َثَّ نٍۡكَۡتتُ َٔ

ََُّٱنۡعَذۡلَِ ثَِ ًَ بَعَهَّ ًَ لٌَََأَۡةََكَبتتٌَِأٌٌََكَۡتتََُكَ َٔ َُ  ٱللَّ

Artinya: ”Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak 

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya”. (Q.S Al-Baqarah: 282)
26

 

Al-Maraghi menafsirkan ayat di atas sebagai berikut, Allah SWT 

memerintahkan kepada kaum muslimin agar memelihara muamalah utang-

utangnya yang meliputi masalah qirad dan salm (barangnya belakangan, tetapi 

uangnya di muka, di bayar secara kontan), yang oleh bahasa „Amiyah dikatakan 

sebagai garuqah, dan menjual barang pada waktu yang telah ditentukan, agar 

menulis sangkutan tersebut. Dengan demikian, apabila tiba saatnya penagihan, 

maka mudahlah baginya meminta kepada orang yang diutanginya berdasarkan 

catatan-catatan yang ada. Kemudian, Allah menjelaskan cara penulisan ini, dan 

siapa orang yang pantas dijadikan sebagai penulis.
27

Hendaknya orang-orang yang 

kalian angkat menjadi juru tulis itu adalah orang-orang yang adil, yang tidak 

memandang sebelah mata kepada dua pihak yang bersangkutan. Sehingga, ia tidak 

berpihak kepada salah satunya, yang bisa berakibat merugikan satu pihak, dan 

menguntungkan pihak lain.
28

Setelah Allah SWT mensyaratkan sifat adil untuk 

sang penulis, kemudian Allah mensyaratkan pula agar juru tulis mengetahui 

hukum-hukum fiqh dalam masalah penulisan utang-piutang. Sebab, tulisan ini 
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tidak bisa dijamin sempurna kecuali jika pelaksanaannya berdasarkan 

pengetahuan syari‟at dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh berdasarkan 

kebiasaan dan perundangan-undangan. Ia pun harus adil, tidak mempunyai tujuan 

lain kecuali hanya sebagai juru tulis dan menjadi penjelas kebenaran, tanpa 

pandang bulu.
29

Disini, masalah keadilan lebih didahulukan dibanding syarat 

mengetahui, karena bagi orang yang adil, akan mudah memenuhi syarat lainnya 

mengetahui cara-cara menulis dokumen, dengan mempelajarinya. Lain halnya 

dengan orang-orang yang mengetahui cara-cara menulis, tetapi tidak adil. Sebab, 

hanya berbekalkan ilmu itu tidaklah cukup untuk adil. Sedikit sekali kita jumpai 

orang yang adil, kemudian pengetahuannya minim. Tetapi, kerusakan itu banyak 

ditimbulkan oleh orang-orang yang mengetahui, tetapi telah kehilangan bakat 

keadilan.
30

 

 

1. Jual Beli Kredit Dibolehkan 

Ulama dari empat mazhab yaitu Syafi‟i, Hanafi, Hanbali, ulama 

membolehkan jual beli dengan sistem ini, baik harga barang yang menjadi objek 

transaksi sama dengan harga cash maupun lebih tinggi. Namun demikian mereka 

mensyaratkan kejelasan akad, yaitu adanya kesepahaman antara penjual dan 

pembeli bahwa jual beli itu memang dengan sistem kredit. Dalam transaksi ini 

biasanya penjual menyebutkan dua harga, yaitu cash dan kredit. Pembeli harus 

jelas hendak membeli cash dan kredit.
31
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Menurut Wahbah Zuhaili tambahan harga dalam jual beli kredit adalah 

sah. Ia berbeda dengan tambahan pada riba. Tambahan harga pada jual beli juga 

tidak termasuk larangan Rasulullah tentang larangan menjual dengan dua harga. 

Tambahan harga dalam jual beli kredit dibolehkan menurut syara‟ selama 

tambahan tersebut didasarkan atas kebebasan kehendak pihak yang melakukan 

transaksi, saling rela dalam memutuskan harga barang, dan tidak melanggar 

syara‟. Tambahan harga tersebut tidak termasuk tambahan yang dilarang. 
32

 

Adapun tambahan yang dilarang dalam transaksi adalah: tambahan 

hissyyahseperti satu gram ditukar dengan satu setengah gram, tambahan 

i‟tibariyahseperti sesuatu hari ini lebih baik dibandingkan sesuatu yang 

akandatang pada konteks riba jual beli dan hutang, dan tambahan pada pertukaran 

barang ribawi.
33

 

 

2. Jual Beli Kredit Yang Dilarang 

Jual beli kredit ini dilarang oleh Nabi. Salah satu hadis yang melarang 

adalah: 

Dari Abu Hurairah, ia berkata: 

عَة   عَتَ يِْْ فِْ بَ ي ْ  نَ هَى رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَ ي ْ
Artinya: Rasulullah SAW melarang dua bentuk transaksi dalam satu akad” 

34
(HR. An Nasai) 

35
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Ibnu Hajar  al- Asqalani menafsirkan ayat diatas sebagai berikut: larangan 

jual beli dengan harga menyangkut persoalan ketidakpastian dalam menentukan 

harga antara penjual dan pembeli, sedangkan jual beli telah disepakati. Ada 

beberapa „illat(sifat hukum) dalam larangan jual beli dengan dua harga yaitu:
36

 

a. Adanya ketidakjelasan (jahalah) yang dapat menimbulkan 

pertengkaran soal harga. Masing-masing pihak bisa berkomitmen 

pendapatnya tentang harga yang disepakati akibat ada dua harga 

penawaran harga.
37

 

b. Adanya unsur riba, jual beli ini termasuk jual beli yang dikhawatirkan 

mengandung riba. Perubahan harga di tengah perjanjian bisa terjadi 

dalam jual beli dengan dua harga. Perubahan harga di tengah perjanjian 

menyebabkan adanya riba dalam jual beli. Misalnya, awal sepakat 

memilih harga pertama, belum dibayar sepakat lagi harga kedua, atau 

sebaliknya.
38

 

c. Gharar (ketidakjelasan). Jual beli dengan dua harga biasanya dikaitkan 

dengan pilihan waktu pembayaran. Contohnya saya jual rumahku ini Rp 

100.000.000 kontan atau Rp 150.000.000 jika dibayar 3 tahun. Harga 

rumah dimaksud menjadi tidak jelas Rp 100.000.000 atau 150.000.000. 
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ketidakjelasan harga menjadi potensi munculnya hal-hal yang dilarang 

dalam jual beli.
39

 

d. Tidak ada ketetapan harga  

Konteks jual beli dengan dua harga menjadi tiga bagian yaitu: 

1) Jual beli dengan dua harga dilakukan dengan kepastian salah satu 

harga dalam Kabul (jawaban atas penawaran). Contohnya manakala 

penjual menawarkan harga kontan dan harga kredit, kemudian 

pembeli memastikan membeli dengan harga kredit. Jual beli dengan 

dua harga dalam konteks ini adalah sah. Hal-hal yang dikhawatirkan 

tidak ada. Konteks ini seperti pada jual beli yang menggunakan 

tawar menawar dan tidak menyebutkan harga perolehan.
40

 

2) Jual beli dengan dua harga dilakukan dengan tidak ada kepastian 

diantara dua harga dari pembeli. Misalnya ada dua penawaran 

harga, kemudian pembeli setuju dalam penawaran tersebut. Jual beli 

dengan dua harga dalam konteks ini tidak sah, karena sifat-sifat 

terlarangnya masih melekat.
41

 

 

C. Rukun dan Syarat Jual Beli Kredit 

Ulama fiqh mengemukakan rukun dan persayaratan yang harus di penuhi 

dalam jual beli kredit sebagai berikut: 
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1. Ada dua orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli  

 Keduanya harus memenuhi syarat yaitu: berakal, memiliki kecerdasan 

bukan sedang dalam keadaan bodoh atau marah, serta memiliki ikhtiar 

(melaksanakan akad dengan kehendak sendiri, bukan karena paksaan).
42

 

2. Ada barang yang di akadkan (diperjual belikan). 

 Syarat-syarat barang yang diperjual belikan seperti: suci zatnya, 

bermanfaat, milik sendiri  secara sempurna, dapat diserah terimakan, dan 

dapat diketahui sifat, jenis kadar, dan kualitasnya.
43

 

3. Ijab yaitu ungkapan dari pihak penjual sebagai lambang keiklasannya 

menyerahkan miliknya kepada pembeli. Dan qabul yaitu ungkapan dari 

pihak pembeli sebagai lambang kerelaan menerima barang itu sebagai 

miliknya. 

Sementara ijab dan qabuldisyaratkan yaitu: terjadi kesinambungan antara 

keduanya yang memberi kesan bahwa salah satu diantara yang berakad 

telah mengundurkan diri dari upacara akad jual beli tersebut antara ijab 

dan qabul ada persesuaian baik dari segi harga, waktu dan cara 

pembayaran serta upacan yang digunakan kedua belah pihak adalah 

dalam bentuk masa lalu, bukan masa yang akan datang. 
44

 

4. Ada harga yang disepakati kedua belah pihak yang pembayarannya 

ditangguhkan. 
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Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh harga yaitu: jelas jumlahnya, jelas 

pembayarannya, dan cara angsuran, jumlah harga, waktu serta cara 

pembayaran harus ditetapkan atas dasar kerelaan bersama, tidak ada yang 

merasa di paksa.
45

 

5. Tempo atau jangka waktu pembayaran tiap angsuran dalam jual beli 

kredit diketahui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Di karenakan 

ketidakjelasan waktu yang akan mengakibatkan perselisihan yang 

kemudian merusak jual beli. 
46

 

 

D. Penambahan Harga 

Harga adalah nilai suatu barang yang ditentukan dengan uang. Menurut 

Kamus Bahasa Indonesia, penetapan harga adalah suatu proses secara perbuatan 

untuk menetapkan pada suatu barang. Menetapkan harga suatu barang dari tingkat 

permintaan dan penawaran yang ada, ditentukan harga keseimbangan dengan cara 

mencari harga yang mampu dibayarkan konsumen dan harga yang diterima 

produsen, sehingga terbentuk jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang 

ditawarkan.
47

 Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli maupun penjual 

secara adil. Harga bisa disebut adil jika sudah disetujui oleh kedua belah pihak 

yang melakukan transaksi. 

Para fuqaha sebagaimana dikutip oleh Adiwarman Azwar Karim, Sejarah 

Pemikiran Ekonomi Islamtelah menyusun berbagai aturan transaksi bisnis juga 
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mempergunakan konsep harga yang adil dalam kasus penjualan barang-barang 

cacat, penjualan yang terlalu mahal, penjualan barang-barang hasil timbunan, dan 

sebagainya. Secara umum, para fuqaha ini berpikir bahwa harga yang adil adalah 

harga yang dibayar untuk obyek yang serupa. Oleh karena itu, lebih mengenalnya 

sebagai harga yang setara. 
48

 

1. Hukum penambahan harga pada jual beli bertangguh 

Jual beli bertangguh (kredit) yaitu menjual suatu barang dengan 

penyerahan barang yang didahulukan dan pembayaran yang ditangguhkan 

atau kredit. Jual beli bertangguh sangat sering dilakukan oleh sebagian besar 

masyarakat, karena merasa lebih dipermudah dalam melakukan proses jual 

beli, terutama bagi beberapa masyarakat yang ingin memiliki suatu barang 

tetapi belum mampu untuk membeli barang yang diinginkan secara tunai.
49

 

Jual beli bertangguh tidak dijelaskan secara khusus tetapi berpedoman 

kepada keumuman ayat tentang jual beliyang terdapat dalam ayat Al-Qur‟an 

surat Al-Baqarah ayat 275.
50

 

ٍََ ََٱنَّزٌِ ٌَ اٌَْأَۡكُهُٕ  ٕ ثَ ََٱنشِّ بٌَقَُٕوُ ًَ َكَ َإلََِّ ٌَ ٌٍَُتَخََجَّطََُُّٱنَّزِيلٌَََقَُٕيُٕ طَ  ٍۡ ََٱنشَّ ٍَ ًَسَِّ يِ نكَََِٱنۡ رَ 

َ ب ًَ َّ َإَِ اْ َٰٕٓ َقبَنُ ىُۡ عَُثأَََِّٓ ٍۡ ََٱنۡجَ َيِثۡمُ
 
اْ  ٕ ثَ ََٱنشِّ أحََمَّ عََالله َٔ ٍۡ ََنۡجَ وَ حَشَّ ََٔ

 
اْ  ٕ ثَ ٍَجَبَٰٓءَََُِٱنشِّ ًَ عِظةَََٞۥفَ ٕۡ يَ

َِّ ثِّ ٍَسَّ أيَۡشََُُِۥفهََََُّٱَتَٓىََ فَََۦيِّ َٔ ِهَإِنىََََۥَٰٓيَبَسَهفَََ تََُٱللَّ ئكََِأصَۡحَ 
َٰٓ نَ  ْٔ ُ َعَبدََفأَ ٍۡ يَ ْىَُۡفٍِٓبَََٱنَُّبسِهََٔ

َ ٌَ هِذُٔ  ٥٧٢َخَ 

 
Artinya:Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan 
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lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian 

itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), 

sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah 

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang 

telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti 

(dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya 

dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) 

kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang 

itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.( 

QS. Al-Baqarah 275). 

 

Menurut al-Maraghi menafsirkan ayat di atas sebagai berikut yang 

dimaksud dengan keadaan orang-orang yang memakan riba di dunia ini, 

seperti orang yang sengaja melakukan perbuatan karena mereka gila 

disebabkan mereka dimabukkan oleh kecintaan harta. Dan, setelah harta 

mampu memperbudak pikirannya, maka jiwanya menjadi ganas, ingin 

sekali mengumpulkan harta sebanyak mungkin, dan harta menjadi tujuan 

pokok kehidupannya. Mereka menggangap tidak perlu susah-susah dengan 

menjalankan riba, dan meninggalkan usaha lainnya. Sehingga. Jiwa mereka 

keluar dari garis pertengahan yang banyak dianut orang.
51

Jika mereka 

memakan riba, maka riba akan dianggap sebagai yang dihalalkan, sama 

seperti jual beli. Dalam keyakinan si pemakan, hal tersebut sama bolehnya 

dengan seseorang menjual barang dagangan yang harganya sepuluh dirham, 

misalnya dengan bayaran kontan, atau dua puluh dirham dengan kredit. 

Karena anggapan membolehkan tadi, maka dalam keyakinan mereka 

dibolehkan pula memberikan sepuluh dirham terhadap orang yang 

membutuhkannya, dengan syarat ia akan mengembalikannya menjadi dua 
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puluh dirham setelah setahun. Sebab dibolehkannya ini (dua mu‟amalah ini) 

menurut keyakinannya adalah sama, yakni perbedaan masa waktu.
52

Dalam 

hal jual beli, ada hal-hal yang menyebabkan dihalalkannya jual beli dan 

dalam masalah riba, ada faktor-faktor yang menyebabkan haramnya riba. 

Penyebabnya dihalalkannya jual beli, karena selama pihak pembeli bisa 

memanfaatkan apa yang dibeli dalam artian hakiki. Siapa saja yang membeli 

gandum, misalnya, maka sekali-kali ia tidak membeli kecuali untuk 

dimakan, disemaikan bijinya, atau untuk dijual lagi (sebagai perdangan). Di 

samping itu, harga yang ditetapkan berimbang dengan barang yang dijual 

secara rela antara penjual dan pembeli, dan dengan pilihan antara 

keduanya.
53

Sedang dirham hanyalah memberikan dirham (atau yang bisa 

diuangkan), kemudian lain waktu, ketika mengambilnya, menjadi berlipat 

ganda. Kelebihan yang diberikan oleh orang yang member utang tidak ada 

imbalannya dari pihaknya, baik berupa barang atau jasa. Di samping itu, 

kelebihan dari modal tersebut diambil secara paksa, tidak berdasarkan 

kerelaan dari pihak yang berutang.
54

Menurut Ibnu Katsir ayat menafsirkan 

tentang ayat ini adalah orang-orang yang memakan riba artinya 

mengambilnya. Riba adalah tambahan dalam muamalah dengan uang dan 

bahan makanan, baik mengenai banyaknya maupun mengenai waktunya, 

(tidaklah bangkit) dari kubur-kubur mereka seperti bangkitnya orang yang 

kemasukan setan disebabkan penyakit gila yang menyerang mereka.
55
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Hukum penambahan harga barang yang dibeli secara bertangguh ada dua 

pendapat yang berbeda. 

a. Pendapat yang melarang jual beli kredit 

i. Hadawiyah dari kelompok Zaidiyah mengatakan bahwa penambahan 

harga pada barang yang dibeli secara kredit atau bertangguh tidak 

diperbolehkan.
56

 

Adapun pendapat yang tidak memperbolehkan berdasarkan hadist. 

Dari Abu Hurairah, ia berkata: 

عَة   عَتَ يِْْ فِْ بَ ي ْ  نَ هَى رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَ ي ْ
Artinya: Rasulullah SAW melarang dua bentuk transaksi dalam satu 

akad
57

” (HR. An Nasai) 
58

 

Muhammad Nashiruddin Al-Albani menafsirkan hadisdiatas dapat 

dipahami bahwa terdapat dua jual beli dalam satu transaksi dalam hal ini 

dilarang. Misalnya, ketika seorang penjual berkata bahwa ia menjual 

barang secara tunai dengan harga 200.000 (dua ratus  ribu rupiah), dan 

dijual secara kredit dengan harga 250.000 (dua ratus lima puluh ribu 

rupiah). Akad jual beli seperti ini tidak boleh, karena tidak dijelaskan 

mana harga yang ditetapkan dalam jual beli, dan harga yang tidak jelas 

akan merusak jual beli. Transaksi seperti ini adalah riba, karena penjual 

menaikkan harga karena temponya, maka haram hukumnya dengan dasar 
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bahwa tambahan harga itu berhubung masalah waktu dan hal itu sama 

dengan riba.
59

 

ii. Selanjutnya ada pendapat lain juga al-Albani sebagaimana dikutip oleh 

Aibak Kutbudin, Fiqh Kontemporer menyatakan bahwa jual beli yang 

popular di kalangan pedagang di masa kita ini, yaitu jual beli at-taqsith, 

dengan mengambil tambahan harga dibandingkan dengan tambahan harga 

kontan, adalah jual beli yang tidak disyaratkan. Di samping mengandung 

unsur riba, cara seperti ini juga bertentangan dengan ruh Islam, di mana 

Islam didirikan atas pemberian kemudahan atas umat manusia dan kasih 

sayang serta meringankan beban mereka.
60

 

b. Pendapat yang membolehkan jual beli kredit 

Bahwa penambahan harga pada jual beli secara bertangguh (kredit) adalah 

diperbolehkan oleh mazhab Hanafi dan Syafii karena pada asalnya boleh dan 

nash yang mengharamkannya tidak jelas.
61

 

Jual beli secara bertangguh ini tidak bisa dipersamakan dengan riba dari segi 

manapun. Para ulama Syafii, Hanafi, mengambil kesimpulan ini karena 

melihat kenyataan bahwa jual beli secara bertangguh memberatkan bagi 

penjual, karena penjual harus menanggung masa pembayaran dari pembeli. 

Oleh karena itu, penjual boleh menaikkan harga menurut yang pantas selama 

tidak sampai tidak sampai pada batas kezaliman. Kalau sampai terjadi 

demikian, maka jelas hukumnya haram. Bahwa penambahan harga pada jual 
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beli bertangguh diperbolehkan jika diantara pihak penjual dan pembeli telah 

sepakat dalam pembayaran jual beli bertangguh
62

 

Jadi kesimpulan dari hukum penambahan harga pada jual beli bertangguh 

diperbolekan untuk dilakukan. Hal ini berdasarkan hadis yang menyatakan 

bahwa Rasulullah melarang adanya dua jual beli dalam satu transaksi. Jadi, 

jual beli harus jelas, berapa harga yang ditawarkan dengan tunai, dan berapa 

harga yang ditawarkan dengan bertangguh, termasuk dengan adanya 

penambahan harga didalamnya, agar pembeli merasa nyaman dengan adanya 

kejujuran dari penjual. 

Tabel 2.1 Pendapat mazhab mengenai jual beli kredit: 

NO Kelompok/ 

mazhab 

Pendapat mazhab Alasan 

1 Hadawiyah 

dari 

kelompok 

Zaidiyah 

Jual beli kredit termasuk 

riba, haram, dan terlarang. 

Karena penjual menaikkan 

harga karena temponya, 

maka haram hukumnya 

dengan dasar bahwa 

tambahan harga itu 

berhubung masalah waktu 

dan hal itu sama dengan 

riba.. 

2 Al-albani Jual beli kredit termasuk 

unsur riba  

Jual beli at-taqsith dengan 

mengambil tambahan 

harga dibandingkan 

dengan tambahan harga 

kontan adalah jual beli 

yang tidak disyaratkan. 

Selain mengandung unsur 

riba, hal ini juga 

bertentangan dengan ruh 

Islam, di mana Islam 
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didirikan atas pemberian 

kemudahan serta 

meringankan beban 

mereka. 

3 Hanafi dan 

Syafii 

Diperbolehkan  Bahwa penambahan harga 

pada jual beli bertangguh 

diperbolehkan jika 

diantara penjual dan 

pembeli telah sepakat 

dalam pembayaran jual 

beli tangguh. Penjual 

boleh menikkan harga 

menurut yang pantas 

selama tidak sampai pada 

batas kezaliman. Kalau 

sampai demikian, maka 

jelas hukumnya haram 

 

E. Penambahan harga dari segifikih 

Secara spesifik harga dalam konsep fiqh merupakan salah satu elemen 

rukun yang diklasifikasikan dalam ma‟qud alaihsebagai objek transaksi. Harga 

menjadi konsekuensi dari penyerahan harga tersebut kepada pihak penjual baik 

secara tunai maupun kredit. Sementara harga adalah yang menjadi kesepakatan 

antara penjual dan pembeli sebagai sesuatu yang setimpal dengan barang 

tersebut.
63

 

Jumhur ulama berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak dibenarkan 

adanya penetapan harga karena ini merupakan kezaliman dan tindakan kezaliman 

diharamkan. 
64

 Jual beli boleh dilakukan berdasarkan harga sekarang dan harga 

mendatang. Hal ini jika telah ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Jika 
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pembayaran ditangguhkan dan penjual menaikkan harga karena penangguhannya, 

maka hukumnya boleh, karena penangguhan adalah bagian dari harga.
65

 

Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan para penjual adalah ast-

tsaman. Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat ast-saman sebagai berikut: 

a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
66

 

b) Boleh diserahkan pada awal akad, sekalipun secara hukum, misalnya 

dengan kontan atau kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian 

(kredit), maka waktu pembayarannya harus jelas.
67

 

c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertemukan barang al-

muqyadhah, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang 

diharamkan syara‟. Misalnya: babi dan khamar, karena kedua jenis benda 

ini tidak bernilai dalam syara‟.
68

 

Konsep harga yang adil pada hakikatnya telah ada dan digunakan sejak 

awal kehadiran Islam. Oleh karena itu, adalah hal yang wajar jika keadilan juga 

diwujudkan dalam aktivitas pasar, khususnya harga. Berkaitan dengan hal ini 

Rasulullah Saw menggolongkan riba sebagai penjualan yang terlalu mahal yang 

melebihi kepercayaan para konsumen.
69

 

Para fuqaha yang telah menyusun berbagai aturan transaksi bisnis juga 

mempergunakan konsep harta yang adil dalam kasus penjualan barang-barang 
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cacat, penjualan yang terlalu mahal, penjualan barang-barang hasil timbunan, dan 

sebagainya.
70

 

 

F. Penambahan harga dari segi maqashid al-Syari’ah 

Secara umum maqasid syariah telah ditetapkan dalam islam untuk 

memenuhi yaitu: 

a. Dharuriyyat (primer) 

Adalah sesuatu yang mesti ada dalam rangka melaksanakan 

kemaslahatan atau dengan kata lain bahwa dharuriyyat adalah 

kemaslahatan yang tergantung terhadap adanya maslahat tersebut manusia 

pada agama dan dunianya. Yaitu dengan perkiraan apabila hal itu tidak 

ada, kemaslahatan dunia tidak akan terlaksana dan menjadi rusak dan 

binasa, dan di akhirat tidak mendapat kebahagian bahkan akan 

mendapatkan siksa. Dalam bentuk dharuriyyat ini ada lima prinsip yang 

harus dipelihara yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
71

 

Al-Syathibi sebagaimana dikutip oleh Asafri Jaya Bakri, Konsep 

Maqasid Syariah menurut al-Syatibi, menguraikan tentang menjaga atau 

memelihara harta sesuai dengan ketentuan maqashid syariah, yaitu adanya 

ketetapan hukum yang dilegalkan oleh Allah tentang diharamkannya riba, 

diharamkannya memakan harta orang lain dengan cara yang batil, dan 

diwajibkan untuk mengganti barang yang telah dirusaknya, sehingga 

demikian terjaga atau terpeliharalah harta. Selain itu, peranan maqashid 
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syariah didalam menjaga atau memelihara harta tersebut adalah dengan 

dilarangnya pemborosan harta dari hal-hal yang dibutuhkan, dilarangnya 

penumpukan harta di tangan orang-orang kaya, dan diwajibkannya infak 

dan sedekah untuk pemerataan harta dalam rangka memberikan 

kemaslahatan bagi manusia keseluruhan.
72

 

b. Hajjiyyat  (sekunder) 

Adalah maslahat yang bersifat sekunder, yang diperlukan oleh 

manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan 

kesulitan maupun kesempitan. Contoh nya dalam bidang ekonomi Islam. 

Misalnya, mencakup kebolehan melaksanakan akad mudharabah, 

muzara‟ah, musaqat dan bai‟ salam, serta berbagai aktivitas ekonomi 

lainnya yang bertujuan untuk memudahkan kehidupan dan menghilangkan 

kesulitan.  
73

 

c. Tahsiniyyat (tersier) 

Adalah permasalahan yang berkaitan dengan akhlak yang mulia, 

etika dan sopan santun. Yang dimaksud adalah kebiasaan yang mulia tetapi 

bersifat penyempurnaan. Contoh: antara lain mencakup kesopanan dalam 

bertutur dan bertindak serta pengembangan kualitas produksi dan hasil 

pekerjaan. Jenis kemaslahatan ini lebih memberikan perhatian pada 

masalah estetika dan etika, masuk dalam kategori ini misalnya ajaran 

tentang kebersihan, berhias, shadaqah dan bantuan kemanusian. 
74
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Di dalam ekonomi Islam harta memiliki fungsi yang terus 

dimanfaatkan oleh manusia, sehingga kecenderungan manusia untuk terus 

menguasai dan memiliki harta tidak pernah surut. Dalam hal ini, syariat 

memberikan batasan fungsi dan peran harta, yaitu: untuk mendukung 

kegiatan beribadah, seperti menggunakan kain sarung untuk menunjang 

ibadah shalat.Untuk memelihara dan meningkatan keimanan sebagai usaha 

mendekatkan diri kepada Allah, seperti bersedekah dengan harta. Untuk 

keberlangsungan hidup dan estafet kehidupan. Untuk menyelaraskan 

kehidupan di dunia dan akhirat.
75

 

Ada tiga pokok penting dalam menjaga atau memelihara harta 

didalam kegiatan muamalah yaitu : 

1) Pencatatan 

Memelihara harta dalam ekonomi Islam merupakan menghilangkan 

keraguan diantara diantara pihak yang bertransaksi, memberi penjelasan 

yang nyata jika terjadi sangketa, menjaga harta atau objek transaksi dari hal-

hal yang menguranginya ataupun menghilangkannya, menghindari kelalaian 

dan penipuan, dan mengikat para pihak yang bertransaksi untuk hak dan 

kewajiban.
76

 

 

2) Persaksian 

Memilihara harta dalam ekonomi  Islam merupakan menjaga kegitan 

transaksi dari kecurangan, menghilangkan keraguan dari berkurangnya hak 
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atas kegiatan transaksi, dan berfungsi menguatkan informasi diantara pihak 

yang bertransaksi.
77

 

3) Persyaratan Dokumentasi 

Memilihara harta dalam ekonomi Islam adalah menjadikannya sebagai 

penguat atau bukti hukum, memilihara perkara transaksi yang telah berlalu 

lama, dan menjadi pedoman pihak yang bertransaksi dari kefasikan dan 

kecurangan.
78

 

Ibn Taimiyah menempatkan kebebasan pada tempat yang tinggi bagi 

individu dalam kegiatan ekonomi, walaupun beliau juga memberikan 

batasan-batasannya. Batasan yang dimaksud adalah tidak bertentangan 

dengan syariah Islam dan tidak menimbulkan kerugian, baik bagi diri 

sendiri maupun orang lain, sehingga tidak terjadi konflik kepentingan. 

Segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada larangan khusus yang 

bertentangan dengan syariah Islam, khususnya dalam hal penipuan dan hal-

hal yang merugikan. 
79

 

Selain itu, dalam hal mencari atau mengejar keuntungan hendaklah 

selalu mempertimbangkan aspek ekonomi masyarakat. Seorang pengusaha 

Islam tidak dibenarkan sama sekali dalam melakukan aktivitasnya yang 

selalu bertumpu pada tujuan untuk mengejar keuntungan semata. Seorang 

penjual dalam pandangan Islam mempunyai tugas untuk menegakkan 
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keadilan dan kebajikan oleh agama Islam. Seorang penjual Islam juga 

berkewajiban untuk mendukung dan menguntungkan pihak konsumen.
80

 

Seorang pengusaha Islam harus melibat aktivitasnya selain sebagai 

sarana untuk memperoleh keuntungan yang wajar juga sebagai sarana untuk 

beramal dengan cara mengorbankan sebagian keuntungannya untuk 

pelayanan sosial.
81

 

Suatu harga menjadi tidak adil dapat disebabkan oleh adanya empat 

faktor yaitu: 

a) Penipuan, misalnya terjadi dalam kondisi dilakukan oleh pembeli dan 

penjual dalam penetapan harga. 

b) Ketidaktahuan pada pihak konsumen. 

c) Penyalahgunaan kuasa, misalnya permainan harga atau banting harga 

oleh pengusaha besar yang mengakibatkan ruginya pengusaha kecil. 

d) Manipulasi, misalnya memanipulasikan seseorang untuk memperoleh 

keuntungan yang besar
82
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. JenisPenelitian 

Penelitianiniadalahpenelitianlapangan (field Research), 

penelitiandalamhalinimeninjaukelokasipenelitiandanikutmerasakansituasidankond

isi di tempatpenelitian.
83

 

Penelitianinimenggunakanpendekatanmaqasid al-

Syariahyaitumelihatkemaslahatandalamhartabendasebabsalahsatumenjadiperhatia

ndalammaqasidSyariahadalahmenjagaharta (hifz al-mal). 

 

B. WaktudanLokasiPenelitian 

1. WaktuPenelitian 

Pengumpulan data dimulaidaribulanMaretsampaibulanOktober 2018 

Pengumpulan Data Kepustakaan Dimulaidaritanggal 27 Maret 2018- 22 

Oktober 2018 

ObservasiLapangan Dimulaidaritanggal 10 April 2018- 22 

Oktober 2018 

Wawancara Dimulaidaritanggal 12 April 2018- 22 

Oktober 2018 
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2. LokasiPenelitian 

Secaraadministratif, DesaSeruwayadalahsalahsatuKampung yang terdapat 

di KecamatanSeruway, Kabupaten Aceh Tamiang. DenganluasDesa 13 

ha/m
2
, danbataswilayahsebelahTimurberbatasdenganKampungBinjay, 

KecamatanSeruway, Kabupaten Aceh Tamiang; sebelah Selatan 

berbatasdenganKampungSukaramaiSatu, KecamatanSeruway, Kabupaten 

Aceh Tamiang; sebelah Utara berbatasdengankampungPantaiBalai, 

KecamatanSeruway, Kabupaten Aceh Tamiang; sebelah Barat 

berbatasdenganKampung Padang Langgis, KecamatanSeruway, Kabupaten 

Aceh Tamiang.
84

 

Lokasipenelitian di DesaSeruwaybagiandariKecamatanSeruwayKabupaten 

Aceh Tamiang, dalampenelitianinikredit yang dilakukansecarapenjualan 

offline. 

 

C. Sumber Data Penelitian 

Sumber data dalampenelitianmerupakansubjekdimana data yang 

diperlukandalampenelitiandiperoleh. Sumber data adalahtempatditemukan 

data.Adapun data daripenelitiandariduasumberyaitu: 

1. Sumber data Primer 

Sumber data primer merupakansumber data yang 

berupaketerangandaripihak-pihak yang 

terkaitsecaralangsungdenganpermasalahan yang diteliti. Dalampihakini, 
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HasilwawancaradenganBapakAmranS.sos.IselakudatokpenghuluDesaSeruway 



sumber data primer merupakan data yang diperolehsecaralangsung di 

lokasipenelitiandaripihak yang 

berkaitandalammemberikanketerangansecaralangsungmengenaipermasala

han yang diteliti. Sepertipenjualkredithandphonesecara offline 

daribeberapapembelikredithandphonetersebut dan tokoh ulama Aceh 

Tamiang. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunderyaitusumber data yang 

secaratidaklangsungmemberikanketerangan yang 

bersifatmendukungsumber primer. 

Dalamhalinidapatdiperolehmelaluibuku-buku yang 

berkaitandenganpraktikpembayarantunggakankredithandphonedarisegifiq

hmuamalahdanbahan-bahanbacaan lain yang mendukung. 

 

D. TeknikPengumpulan Data 

Pengumpulan data adalahprosedur yang 

sistematikdanstandaruntukmemperoleh data yang diperlukan. Teknikpengumpulan 

data yang dilakukanpenelitidalampenelitianinisebagaiberikut: 

1. Observasi 

Observasiyaituusahauntukmendapat data 

dengancarapengamatandanpencatatansistematisterhadapfenomena-fenomena yang 

akanditeliti. Tujuanpengamataniniadalahuntukmemperoleh data sebagaimana 

yang diperlukan. Penelitimelihatdanmengamatisendiri, 

kemudianmencatatperilakudanperistiwa yang terjadipadakeadaansebenarnya. 



Penelitidengan observasiinimencatatperistiwadalamsituasi yang 

berkaitandenganpengetahuanproporsionalmaupunpengetahuan yang 

langsungdiperolehdari data-data yang ada. 

 

2. Wawancara 

Wawancaraadalahpercakapanlangsungdantatapmukadenganmaksudtertent

u. Percakapaninidilakukanolehduabelahpihak, yaitupewawancara yang 

mengajukanpertanyaandan yang di wawancarai yang 

memberikanjawabanataspertanyaanitu. 

Wawancaraadalahpercakapandenganmaksudtertentu. 

Percakapanitudilakukanolehpihakkedua, yaitupewawancara (interviewer) yang 

mengajukanpertanyaandanterwawancara (interviewee) yang 

memberikanjawabanataspertanyaanitu. Wawancaraadalahtanya-

jawabdalampenelitian yang berlangsungsecaralisandalam mana dua orang 

ataulebihbertatapmukamendengarkansecaralangsunginformasi-

imformasiatauketerangan-keterangan. 

Wawancaradigunakansebagaiteknikpengumpulan data 

apabilapenelitiinginmelakukanstudipendahuluanuntukmenemukan yang 

harusditeliti, tetapi juga apabilapenilitiinginmengetahuihal-haldariresponden yang 

lebihmendalam. Teknikpengumpulan data 

iniberdasarkandaripadalaporantentangdirisendiriatauself-report, atausetidak-

tidaknyapadapengetahuandanataukeyakinanpribadi. 



Tujuanwawancaraantara lain mengkontruksimengenal orang, kejadian, 

kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, 

kepedulianuntukmendapatinformasidarirespondententangpraktiktunggakanpemba

yarankredithandphone. Jadiwawancaramerupakansuatu 

prosesgunamemperolehinformasiuntuktujuanpenelitiandengancara Tanya 

jawabdenganpihak-pihak yang berkaitanuntukmendapatkan data-data pendukung 

yang tidaktertulis. 

Subyekwawancaradalampenelitianiniadalahpenjualankredithandphonesecara 

offline danpembeli di sekitarlokasitersebut. 

Wawancara yang 

dilakukanolehpenelitidalampenelitianiniyaitumenggunakanwawancaratidakterstru

ktur. Wawancarainimerupakanwawancarabebas. 

Jadipewawancarahanyamembuatpokok-pokokmasalah yang akanditeliti, 

selanjutnyadalam proses 

wawancaraberlangsungmengikutsituasipewawancaraharuspandaimengarahkan 

yang diwawancaraiapabilaternyataiamenyimpang. Pedomaninterview 

(wawancara) berfungsisebagaipengendalijangansampai proses 

wawancarakehilanganarah 

NO Responden Pembeli Penjual Tokoh 

Agama/MPU 

ATAM 

Total 

Responden 

1 IbuSaniah   - - 12 orang 

2 Bapak Zainal   - -  

3 Bapak Jonny   - -  



4 Riana   - -  

5 RiskaRahayu   - -  

6 Karni   - -  

7 IbuJunaida   - -  

8 Ibu Maharani -   -  

9 IbuRatna -   -  

10 IbuDessy -   -  

11 Bapak Nasir - -    

12 BapakMarhaban 

Mustafa 

- -    

 

Kegiatanwawancarainimerupakansalahsatuteknikdalampengumpulan data 

dalampeneltiantugasakhiruntukmenyeselesaikankuliah strata (S1) yang 

bertujuanuntukmemperolehinformasidarinarasumber, 

dengantopikpenelitianpraktikpembebananpembyarantunggakankredithandphonepe

rspektiffiqhmuamalah. 

Adapunpertanyaan yang sayaajukanpertanyaankepadapenjual: 

1. Siapanamaibu? 

2. Sudahberapa lama ibukreditkanhandphone? 

3. Jenishandphoneapayang ibukredit? 

4. Bagaimanakahpraktikkredit yang ibulakukanbagikonsumen? 

5. Bagaimanapraktikkreditibujikamengalamitunggakan? 

 

3. Dokumentasi 

Studidokumentasiadalahpengumpulan data denganmempelajaricatatan-

catatanmengenai data pribadiresponden. 



Olehkarenaitusebenarnyasejumlahbesarfaktadan data sosialtersimpandalambahan 

yang berbentukdokumentasi. Dokumenmerupakancatatanperistiwa yang 

sudahberlalu. Dokumenbisabisaberbentuktulisandangambar. 

 

E. TeknikAnalisis Data 

Teknikanalisis data adalahserangkaiankegiatanmengolahsebuahhasil, 

baikdalambentukpertemuan-

pertemuanbarumaupundalambentukpembuktiankebenaranhipotesa. Jadi, setelah 

data dikumpulkandarilapangantahapberikutnyamasukpada proses pengolahan 

data. 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

adalahmelakukanpenyederhanaanpemotonganataupenghapusanterhadapbe

rbagaitemuan data yang diperolehmelaluiwawancaradanobservasi.
85

 

2. Penyajian Data 

adalahmemaparkansecarasistematisdanakurathasildariobservasidanintervi

ewsehinggadapatditerimakebenarannya. 

Untukkemudianpenulismenganalisisdanmengkajiyasecarakritis, 

untukkemudiandideskripsikan.
86

 

3. Klasifikasi Data (Verifikasi) 

adalahmelakukanpenarikankesimpulandenganmenggungkapkanberbagaia

nalisispenelitidalambentuk persuasive danmembentukopini orang lain.
87
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F. PedomanPenulisan 

Untukkeseragamandanteknikpenulisannya, 

penulisberpedomankepadabukupedomanpenulisanskripsi yang disusunoleh Tim 

JurusanSyariahInstitut Agama Islam (IAIN) Langsatahun 2011.
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BAB IV  

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Letak dan Batas Desa Seruway 

Secara administratif, Desa Seruway adalah salah satu Kampung yang terdapat 

di Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang. Dengan luas Desa 13 ha/m
2
, 

dan batas wilayah sebelah Timur berbatas dengan Kampung Binjay, Kecamatan 

Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang; sebelah Selatan berbatas dengan Kampung 

Sukaramai  Satu, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang; sebelah Utara 

berbatas dengan kampung Pantai Balai, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh 

Tamiang; sebelah Barat berbatas dengan Kampung Padang Langgis, Kecamatan 

Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang.
88

 

 

2. Penduduk  

Penduduk merupakan potensi bagi suatu daerah. Dalam ilmu ekonomi 

manusia disebut salah satu faktor produksi (sumber daya manusia). Oleh 

karenanya, tinggi rendahnya hasil dari suatu produksi juga ditentukan oleh 

beberapa faktor yaitu manusia, selain alam dan modal. Hal yang sama juga 

berlaku pada pembangunan daerah. Namun demikian manusia mempunyai 

peranan yang penting oleh karena tanpa manusia faktor lainnya tidak akan 

bermanfaat, faktor tersebut hanya bisa bermanfaat jika diolah oleh 

manusia.Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah penduduk Desa Seruway 

sebanyak 527 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga ( KK ) 125 KK. 
88

 



                                                                                                                                                                       

 

B. Praktik Pembayaran Kredit Handphone di Desa Seruway 

Jual beli dengan sistem kredit adalah jual beli yang dilakukan tidak secara 

kontan di mana pembeli sudah menerima barang sebagai objek jual beli, namun 

belum membayar harga, baik keseluruhan maupun sebagian. Pembayaran 

dilakukan secara angsur sesuai dengan kesepakatan.
88

 

Jual beli kredit menunjukkan atas keharaman tiap-tiap tambahan. Riba dalam 

pengertian bahasa adalah tambahan, dan tambahan harga dalam jual beli kredit 

terhadap harga kontan merupakan tambahan tanpa „iwadh dalam akad, maka dia 

adalah riba. Dalam hal ini jual beli pun memang tidak terlepas dari tambahan 

harga.
88

 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan beberapa 

masyarakat Desa Seruway, mengenai praktik pembayaran kredit handphone 

berikut alasan masyarakat sebagai narasumber wawancara peneliti ini: 

Wawancara dengan Ibu Maharani selaku penjual kredit handphone: 

Jika harga handphone android merk Xiomi dijual secara tunai seharga Rp. 

1.800.000, maka ketika dijual secara tidak tunai seharga Rp. 2.550.000, dengan 

satu tahun anggsuran atau selama 12 bulan. Saya mengambil keuntungan 

sebanyak 50% dari transaksi jual beli kredit tersebut. Jadi sistem praktik kredit 

handphone ini saya mengambil keuntungan sebanyak 50%, saya menetapkan 

masa pembayaran selama 12 bulan pada saat jatuh tempo.Saya memberikan bunga 

atau tambahan harga yang tinggi agar pembeli dapat membayar pada saat tempo 

pembayaran.
88

 

 

Wawancara dengan Ibu Sania selaku pembeli: 

Saya sangat mudah mendapatkan barang kredit handphone ini dengan syarat 

KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Kekuarga) dalam waktu seminggu 

barang tersebut sudah langsung saya terima. Saya juga menyadari bahwa di dalam 

praktik kredit handphone di Desa Seruway terdapat unsur riba di karenakan 



                                                                                                                                                                       

penjual menjual harga handphone tersebut sebanyak 50% lebih mahal dengan cara 

tidak tunai selama kurang lebih satu tahun dan jika telah jatuh tempo untuk 

membayar, pembeli tidak membayar kredit handphone tersebut maka per hari 

harga kredit handphone tersebut di tambah Rp. 10.000. Misalnya pada tanggal 10 

bulan Oktober telah memasuki masa satu bulan sehingga harus membayar seharga 

(sekian), namun pembeli kredit handphone secara tidak tunai belum mampu untuk 

membayar pada tanggal 10 oktober maka seharga Rp. (sekian) dan begitu juga 

pada tanggal seterusnya. Namun masyarakat tetap saja membeli handphone secara 

kredit karena mereka merasa membeli handphone secara kredit adalah solusi 

untuk memenuhi kebutuhan mereka.
88

 

Menurut Ibu Saniah bahwa dalam praktik kredit handphone dengan 

mendapatkan keuntungan sebanyak 50% dari modal yang telah dikeluarkan, 

penjual handphone secara kredit tersebut mendapatkan keuntungan lainnya jika 

ada pembeli handphone secara tidak tunai terlambat membayar cicilannya, 

sehingga harga cicilan handphone tersebut di tambah sebanyak Rp. 10.000 per 

hari. 

Wawancara dengan Bapak Zainal selaku pembeli 

 Praktik kredit handphone adalah salah satu solusi bagi masyarakat di Desa 

Seruway, karena handphone tersebut dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari 

bagi penggunanya. Dengan membeli handpone secara cicilan saya dapat 

membelikan handphone untuk anak saya. Handphone yang di beli secara cicilan 

dapat digunakan untuk mempermudah saya memberikan permintaan anaknya 

sebuah handphone android. Walaupun harga handphone yang dibeli secara cicilan 

lebih mahal dari harga yang dipasaran, saya merasa hal tersebut adalah wajar 

karena penjual menjualnya secara cicilan. Namun membeli handphone secara 

tunai lebih baik jika dibandingkan dengan membeli handphone secara tidak tunai 

karena harganya lebih murah dan dapat memilih sesuai keinginan, tetapi jika 

keadaan sudah mendesak maka pembeli handphone secara tidak tunai adalah 

solusi.
88

 

 

Wawancara dengan Ibu Ratna selaku penjual kredit handphone 

Karena praktik kredit handphone merupakan salah satu profesi penjual untuk 

mencari nafkah, maka penjual menetapkan harga lebih mahal dari pada harga di 

pasar, dan jika pembeli terlambat membayar harga kredit handphone tersebut di 

tambah Rp. 5000 per hari dengan tujuan agar pembeli tepat waktu membayar 

kredit handphone tersebut. Ibu Ratna menggunakan  sistem  praktik kredit 

handphone yaitu menetapkan harga handphone android sesuai merk lebih mahal 



                                                                                                                                                                       

50% dari harga yang dibeli, membayar uang muka sebesar Rp. 50.000 untuk biaya 

administrasi, dan menetapkan bunga atau denda bagi yang terlambat membayar 

sebanyak Rp. 5000.
88

 

 

Wawancara dengan Riska Rahayu dan Karni selaku pembeli 

Harga handphone android yang dibeli secara tidak tunai memang lebih mahal 

dari pada harga dipasara. Kami juga sadar terdapat unsur riba dalam praktik kredit 

handphone ini, walaupun kami merasa berat atas harga yang ditetapkan penjual 

kredit handphone, namun kami tidak punya pilihan lain karena membutuhkannya 

untuk kebutuhan sehari-hari. Sebelum membeli handphone secara tidak tunai 

kami juga sempat menawar harga handphone tersebut namun pihak penjual 

mengatakan bahwa harga yang ditetapkannya tidak bisa di tawar lagi karena sudah 

ketentuan darinya.
88

 

Menurut Riska dan Karni sebenarnya praktik kredit handphone adalah  haram 

karena  mengandung unsur riba. Namun karena mereka membutuhkannya maka 

terpaksa harus membeli handphone secara tidak tunai dan mengikuti segala 

peraturan yang telah ditetapkan oleh penjual.  

Wawancara dengan Riana selaku pembeli 

Barang yang dikredit dapat dengan mudah untuk dimiliki, tinggal pesan 

barang yang mau dibeli. Tidak perlu menunggu lama barang tersebut langsung 

diantarkan ke rumah oleh tukang kredit. Mengenai pembayaran barang yang telah 

dipesan ini, saya sebelumnya telah sepakat dengan tukang kreditnya mengenai 

soal berapa uang muka dan juga denda yang dibayar apabila menunggak saat 
membayar. Alasan saya membeli barang secara kredit ialah, karena kalau mau 

membeli secara kontan, maka barang tersebut tidak akan terbeli, meskipun dengan 

tidak tunai harga yang mahal tetapi karena saya membutuhkannya maka kredit hal 

yang merasa tepat, meskipun di kesepakatan awal saya merasa keberatan dengan 

adanya denda jika telat pembayaran saat jatuh tempo.
88

 

 

Wawancara dengan Ibu Junaida selaku pembeli. 

Barang yang dikredit dapat dengan mudah untuk dimiliki, saya hanya 

menyediakkan syarat seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK 

(KartuKeluarga), saya hanya menunggu waktu dalam seminggu barang sudah 

langsung saya terima. Alasan saya memilih kredit ini lebih mudah daripada 

membeli kontan, meskipun dengan ketentuan ada penambahan harga jika telat 

dalam waktu pembayaran. Mengenai pembayaran cicilan kredit ini biasa saya 

menyisihkan dari uang belanja yang diberikan oleh suami meskipun ada sekali-

kali menunggak, tetapi tetap dihitung dalam denda.
88

 



                                                                                                                                                                       

 

Wawancara dengan Ibu Dessy selaku penjual kredit handphone 

Saya menyediakan handphone cash dan kredit, dan untuk harga cash banyak 

potongan harga. Sedangkan jika kredit cukup menyediakan uang muka Rp 

500.000 ditambah dengan uang admistrasi Rp 99.000. Persyaratan cukup Kartu 

Tanda Keluarga (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan isi formulir pembelian. Saya 

hanya membantu yang ingin memiliki handphone baru yang terkendala di uang. 

Jangka waktu kredit selama satu tahun dan ada juga dibuatnya selama enam bulan. 

Saya juga menambah tambahan harga jika pembeli telat membayar pada tanggal 

yang sudah ditentukan. Jika selama 3 atau 4 bulan berturut-turut tidak membayar 

maka handphone tersebut saya ambil alih. Alasan saya buat ketentuan ini agar 

pembeli yang kredit bisa tepat waktu pada pembayarannya. 
88

 

 

Wawancara dengan Bapak Jonny selaku pembeli 

Saya menyadari di dalam praktik kredit handphone ini sebenarnya terdapat 

unsur riba dikarenakan penjual menggunakan dengan penambahan harga. Dalam 

praktik kredit dilakukan ada dalam waktu enam bulan sampai 12 bulan. Alasan 

saya melakukan kredit handphone dikarenakkan sayasaat itu handphone nya rusak 

dan memerlukan handphone tersebut dengan cepat, dan kredit lah pilihan yang 

tepat. Meskipun saya merasa terbebani dengan tambahan harga. Jika saya 

menggalami tunggakan maka saya dikenakkan denda sebesar RP. 5000. 

Kesimpulan bahwa praktik jual beli yang dilakukan di masyarakat Desa 

Seruway adalah termasuk kepada riba karena dilakukan secara anggsuran atau 

kredit dan ditangguhkan pada waktu tertentu serta harga pembayaran secara kredit 

tersebut lebih mahal dibandingkan harga penjual membelinya secara tunai. Lama 

anggsuran pada praktik kredit handphone secara tidak tunai hingga berbulan-

bulan, namun apabila pembeli tidak membayar anggsuran pada waktu yang telah 

disepakati, pembeli harus membayar bunga atau denda penjual. 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                       

C. Praktik Pembebanan Pembayaran Tunggakan Kredit Handphone 

Perspektif Fiqh Muamalah 

Penjual boleh menaikkan harga menurut yang pantas selama tidak sampai 

pada batas kezaliman. Kalau sampai terjadi demikian, maka jelas hukumnya 

haram. Bahwa penambahan harga pada jual beli bertangguh diperbolehkan jika 

diantara pihak penjual dan pembeli telah sepakat dalam pembayaran jual beli 

bertangguh.
88

 

Jual beli harus jelas, berapa banyak yang ditawarkan dengan tunai, dan berapa 

harga yang ditawarkan dengan bertangguh, termasuk dengan adanya penambahan 

harga didalamnya, agar pembeli merasa nyaman dengan adanya kejujuran dari 

penjual. 

Harga yang dapat dipermainkan para penjual adalah ast-tsaman. Para ulama 

fiqh mengemukakan syarat-syarat ast-tsamanyaitu harga yang disepakati kedua 

belah pihak harus jelas jumlahnya, dan boleh diserahkan pada awal akad, 

sekalipun secara hukum, misalnya dengan kontan atau kredit. Apabila harga 

barang itu dibayar kemudian (kredit), maka waktu pembayarannya harus jelas.
88

 

Penambahan harga dari konsep maqasid syariah bahwa kreditur dapat 

menjaga dan memelihara harganya. Penambahan harga dari segi kredit dan 

penunggak terhadap pembayaran kredit. Jadi jika debitur mengalami kredit macet, 

maka hilang lah harta si kreditur, terjadi nya pembebanan pembayaran tunggakan 

kredit karena kreditur dapat menjaga harta dari kesewenangan dan kelaian si 

debitur yang menunggak pembayaran dengan sengaja atau tidak sengaja.
88

 



                                                                                                                                                                       

Mengenai praktik pembebanan pembayaran tunggakan kredit handphone 

tokoh ulama Aceh Tamiang berpendapat antara lain: 

Wawancara Bapak Nasir Tokoh Ulama Aceh Tamiang 

Bapak Nasir mengatakan praktik jual beli kredit handphone hukumnya 

mubah, diperbolehkan. Dalam transaksi jual beli kredit persyaratan yang dibuat 

tidak bisa ditunaikan lagi oleh pembeli bisa di musyawarahkan lagi apa ketentuan 

yang berlaku. Biasanya harga barang yang ditawarkan lebih mahal daripada harga 

cash. Misalnya saja harga cash Rp 1.500.000, apabila dijual kredit selama 12 

bulan Rp 1.600.000. Jika tempo bayar tanggal 10 maka lewat tanggal 15 maka 

berlaku denda itu dapat dibolehkan, asalkan tidak berlebihan. Yang terpenting dari 

melakukan transaksi kredit harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak, baik 

itu nilai pembayaran ataupun tempo pelunasan keduanya harus ditulis secara jelas 

dan disetujui oleh penjual dan pembeli. Ternyata waktu jatuh tempo tidak  bisa 

bayar disitulah ada kearifan dalam Hukum Islam ada dianjurkan untuk penjual 

memberikan keringan. Dalam transaksi jual beli ini jika tidak ada perjanjian dari 

awal maka jual beli tersebut dilarang karena ada pihak yang diberatkan.
88

 

Wawancara Bapak Marhaban Mustafa Tokoh Ulama Aceh Tamiang 

Bapak Marhaban Mustafa mengatakan praktik jual beli kredit handphone 

hukumnya haram, tidak diperbolehkan, karena dalam praktik kredit handphone 

menggunakan tambahan harga dan masyarakat sudah terlibat dalam praktik riba, 

dan riba hukumnya haram. Melihat kondisi masyarakat yang kurang memahami 

Syariat Islam yang terkait masalah riba, terkesan terabaikan dan menyimpang dari 

ketentuan Syariat akibat dari persaingan yang semakin ketat dibidang sosial dan 



                                                                                                                                                                       

ekonomi. Sebahagian masyarakat kota dan kampung sudah banyak melakukan 

kegiatan sistem kredit, tanpa diikat dengan suatu aturan, tidak berbadan Hukum 

dan mengolah usahanya sendiri, dengan kebijakan dan peraturan sendiri. 

Keberadaan sistem kredit sangat menyengsarakan masyarakat dilihat cara 

membayar dengan cicilan dengan bunga berlipat 10% sd 50%. Praktik kredit 

selalu merugikan masyarakat, masyarakat semakin ketergantungan kepada si 

kredit dan menggerogoti perekonomian secara perlahan-lahan. Tidak ada 

pengawasan dari pemerintah yang ditunjuk untuk memberikan sanksi hukum 

kepada si kredit yang tidak memiliki izin.
88

 

 

 

 

D. Analisis Penelitian 

Berdasarkan pada data-data diatas, penulis mencoba menganalisa persoalan 

penelitian ini,  dengan cara: 

Pertama; mengemukakan kembali perdebatan teoritik-akademik tentang  

praktik pembebanan pembayaran tunggakan kredit handphone perspektif fiqh 

muamalah, termasuk pendapat yang ada. Kedua; merumuskan hasil wawanara 

dengan sejumlah pihak termasuk memberikan pengantar tanggapan atau kitik hasil 

wawancara tersebut. Ketiga; Mencoba mengkategorikan kebutuhan kepemilikan 

handphone dari dharuriyyat-hajiyyat-tahsiniyyat dalam teori maqasid syariah. 

 

 



                                                                                                                                                                       

Tabel 4.1Pendapat mazhab dan kritik/saran mengenai jual beli kredit 

handphone 

No Kelompok

/mazhab 

Pendapat 

Mazhab 

Alasan Komentar Penulis 

1 Hanafi dan 

Syafi 

 

Diperbolehkan ketentuan: 

 Kesepakatan 

 Kredit 

dengan 

nominal 

yang 

pantas/rasion

al 

 Tidak 

menzhalimi 

pembeli 

Temuan saya bahwa 

praktik pembebanan 

pembayaran kredit 

ternyata sudah ada 

kesepakatan diawal 

mengenai harga, kalau 

sudah ada kesepakatan 

antara kedua belah pihak 

maka tidak tepat jika 

pembeli merasa 

terbebani. Seharusnya 

mereka dari awal tidak 

mengambil barang 

tersebut untuk kredit atau 

mereka bisa mencari di 

counterpenjualan  

handphone lain, yang 

menawarkan kredit yang 

lunak atau pembayaran 

yang lunak atau sama 

sekali tidak ada. Dan 

penjual juga dapat 

memberikan harga 

dengan yang rasional. 



                                                                                                                                                                       

2 Al-Albani Jual beli kredit 

termasuk riba 

 

 Jika 

mengambil 

harga yang 

lebih tinggi 

berarti itu 

riba. 

 Hal ini juga 

bertentangan 

dengan ruh 

Islam, di 

mana Islam 

didirikan atas 

pemberian 

kemudahan 

serta 

meringankan 

beban 

mereka. 

Al-Albaniapa yang 

dilakukan pembeli ini 

adalah ribawi tapi penulis 

tidak sepakat dengan 

pernyataan Al-Albani 

yang menyebut bahwa 

apa yang dilakukan 

pembeli adalah ribawi 

(kredit),karena 

seandainya kreditur 

menetapkan harga yang 

sama dengan kontan, itu 

artinya akan beresiko 

pada dirinya sendiri dan 

usahanya, karena 

semakin banyak yang 

mengambil barang 

kreditnya, tetapi dengan 

harga yang sama pula 

atau bayarnya tidak 

dengan tunggakan akan 

merugikan si kreditur. 

Sedangkan si kreditur 

juga harus mendapatkan 

keuntungan dari 

usahanya. 

Dan keuntungan kreditur 

yang telah disepakati di 

awal terhadap debitur, ia 

harus mengambil 

keuntungan dengan 

sewajarnya tidak 

melebihi batas 

kezaliman. 



                                                                                                                                                                       

 Hadawiya

h dari 

kelompok 

Zaidiyah 

Jual beli kredit 

termasuk 

terlarang, 

ribawi dan 

haram 

 Karena 

menaikan 

harga 

karena 

temponya, 

maka 

hukumnya 

haram. 

 Berhubung 

dengan 

waktu sama 

halnya 

dengan 

riba. 

 

 

 

 

 

Mazhab Hadawiyah dari 

kelompok Zaidiyah apa 

yang dilakukan pembeli 

ini adalah ribawi, penulis 

tidak sepakat dengan 

pernyataan mazhab 

Hadawiyah dari 

kelompok Zaidiyah yang 

menyebut bahwa apa 

yang dilakukan pembeli 

adalah ribawi (kredit) 

karna seandainya 

kreditur menetapkan 

harga yang sama dengan 

kontan itu artinya akan 

beresiko pada dirinya 

sendiri dan usahanya, 

karena semakin banyak 

yang mengambil barang 

kreditnya, tetapi dengan 

harga yang sama pula 

atau bayar nya tidak 

dengan tunggakan akan 

merugikan si kreditur. 

Sedangkan si kreditur 

juga harus mendapatkan 

keuntungan dari 

usahanya. 

Dan keuntungan kreditur 

yang telah disepakati di 

awal terhadap debitur, ia 

harus mengambil 

keuntungan dengan 

sewajarnya tidak 

melebihi batas 

kezaliman. 

 

 

Tabel 4.2 pendapat tokoh ulama Aceh Tamiang 



                                                                                                                                                                       

 

No Kelompok 

Tokoh Ulama 

Atam 

Pendapat 

Tokoh Ulama 

Atam 

Alasan 

1 Bapak Nasir Mubah atau 

diperbolehkan 

Dalam transaksi jual beli kredit 

persyaratan yang dibuat tidak bisa 

ditunaikan lagi oleh pembeli bisa di 

musyawarahkan lagi apa ketentuan yang 

berlaku. Biasanya harga barang yang 

ditawarkan lebih mahal daripada harga 

cash. Yang terpenting dari melakukan 

transaksi kredit harus ada kesepakatan 

antara kedua belah pihak, baik itu nilai 

pembayaran ataupun tempo pelunasan 

keduanya harus ditulis secara jelas dan 

disetujui oleh penjual dan pembeli. 

Dalam transaksi jual beli ini jika tidak 

ada perjanjian dari awal maka jual beli 

tersebut dilarang karena ada pihak yang 

diberatkan. 

 

2 Bapak 

Marhaban 
Haram  Praktik jual beli kredit jika 

menggunakan tambahan harga, maka 

hukumnya haram. Melihat kondisi 

masyarakat yang kurang memahami 

Syariat Islam yang terkait masalah riba, 

terkesan terabaikan dan menyimpang 

dari ketentuan Syariat akibat dari 

persaingan yang semakin ketat di bidang 

sosial dan ekonomi. Keberadaan sistem 

kredit sangat menyengsarakan 

masyarakarat dilihat cara membayar 

dengan cicilan dengan bunga berlipat 

10% sampai 50%. Praktik kredit selalu 

merugikan masyarakat, masyarakat 

semakin ketergantungan kepada si kredit 

dan menggerogoti perekonomian secara 

perlahan-lahan. 

 



                                                                                                                                                                       

 

Tabel 4.3 Pendapat pembeli yang melakukan kredit handphone 

NO Pembeli Komentar Kesimpulan 

1 Ibu Saniah Jual beli kredit ini 

termasuk ribawi dan 

memberatkan bagi 

pembeli 

 

 

 

 

 

 

 

Pembeli mengatakan bahwa 

kredit handphone 

memberatkan mereka pada 

tambahan harga dan masuk 

kategori ribawi 

2 Bapak Zainal Jual beli kredit ini 

termasuk ribawi dan 

memberatkan bagi 

pembeli 

3 BapakJonny Jual beli kredit ini 

termasuk ribawi dan 

memberatkan bagi 

pembeli 

4 Riana Jual beli kredit ini 

termasuk ribawi dan 

memberatkan bagi 

pembeli 

5 Riska Rahayu Jual beli kredit ini 

termasuk ribawi dan 

memberatkan bagi 

pembeli 

6 Karni Jual beli kredit ini 

termasuk ribawi dan 

memberatkan bagi 

pembeli 

7 Ibu Junaida Jual beli kredit ini 

termasuk ribawi dan 

memberatkan bagi 

pembeli 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                       

Tabel 4.4 Pendapat pembeli terhadap jual beli kredit 

 

Pembeli Komentar penulis 

Saya adalah salah satu pembeli kredit 

handphone, awalnya saya sangat 

mudah untuk mendapatkan barang 

tersebut dengan syarat dan ketentuan 

yang berlaku. Saya menyadari bahwa 

di dalam praktik kredit ini terdapat 

unsur riba di karenakan penjual 

menjual harga sebanyak 50% lebih 

mahal dengan cara tidak tunai selama 

12 bulan, jika pembayaran mengalami 

tunggakan maka akan dikenakan 

denda sebesar Rp. 10.000 

Bahwa ada hal yang janggal dari 

pernyataan hasil wawancara dari 

pembeli dengan hasil jawaban yang 

hampir sama bahwa ini ada unsur 

ribawi. Bahwa pembeli tidak mengerti 

dengan ribawi, dengan kaitannya 

konsep syafi dan hanafi itu kredit 

dapat diperbolehkan jika ada unsur 

kesepakatan antara kedua belah pihak, 

harga normal yang pantas dan tidak 

menzalami. 

 

Tabel 4.5 Pendapat penjual terhadap jual beli kredit 

 

Penjual Komentar penulisan 

Saya adalah penjual kredit handphone, 

jika harga handphone android 

misalnya merk xiomi saya jual secara 

tunai seharga Rp 1.800.000, maka 

ketika saya jual tidak tunai seharga 

Rp. 2.550.000, jangka waktu selama 

satu tahun. Saya dalam kredit ini 

mengambil keuntungan sebanyak 

50%. Saya juga memberikan bunga 

atau tambahan harga jika pembeli 

mengalami tunggakan pada 

pembayaran. 

Dari segi penambahan harga kreditur 

dapat menjaga dan memelihara 

sebagian hartanya, karena tidak 

mungkin pula kreditur akan membuat 

harga kontan dan kredit itu sama, akan 

beresiko pula bagi si kreditur sendiri. 

Karena jika debitur tidak bertanggung 

jawab dari segi pembayaran, maka 

kreditur akan merasa beresiko jika tidak 

ada ketentuan mengunggak dalam hal 

pembayaran. Sedangkan kreditur harus 

mendapatkan keuntungan dari 

kreditnya, dan keuntungan yang 

diperoleh si kreditur harus dengan 

kepantasan harga. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                       

 

Kebutuhan kredit dalam tinjauan maqasid syariah penulis melihat bahwa: 

1. Dharuriyyat (primer) 

Menurut penulis termasuk dharuriyyat (pokok) yaitu kebutuhan pokok di 

zaman sekarang.Bahwa semua orang butuh alat komunikasi (handphone) untuk 

menjaga relasi sosial dan keluarga. Misanya : untuk komunikasi dengan anak 

yang menempuh pendidikan di luar kota, dan mengetahui jam penjemputan anak 

pulang sekolah, atau menghubungi keluarga jauh jika terdapat kabar penting yang 

harus diketahui dengan mereka dan dengan cepat. Jadi intinya handphone adalah 

kebutuhan pokok dan masuk kategori dharuriyyat. 

2. Tahsiniyyat (Tersier) 

Dalam kaitannyadengan kebutuhan lain terhadap handphone penulis 

melihat bahwa pemilikan handphone android dengan harga yang mahal di 

kalangan Desa Seruway termasuk kategori kebutuhan tahsiniyyat 

(tersier/kebutuhan jenis ketika setelah dharuriyyat dan hajiyyat). Alasannya 

adalah bahwa masih ada jenis handphone lainnya yang harganya dibawah harga 

yang ditawarkan oleh sejumlah counter handphone di daerah ini. Idealnya 

kepemilikan handphone adalah berdasarkan pada kebutuhannya, sebagai alat 

komunikasi semata, bukan untuk prestise. Selain itu Islamjuga mengajarkan gaya 

hidup sederhana dan tidak berlebih-lebihan, seperti kepemilikan handphone yang 

tidak sesuai dengan kebutuhan dan keuangan si pembeli, selayaknya harus 

dihindarkan. 

 



                                                                                                                                                                       

 

QS Al-A‟raf ayat 31: 

ََٔ َ كُهُٕاْ َٔ َ َيَسۡجِذٖ َكُمِّ َعُِذَ َصٌُِتَكَُىۡ َخُزُٔاْ َءَادَوَ ًَٰٓ جَُِ ََُٱشۡشَثُٕاَْ۞ٌَ  َإََِّّ
 
اْ َٰٕٓ َتسُۡشِفُ لََ لََََۥَٔ

ٌٍََحُِجُّ سۡشِفٍِ ًُ  ١٣َٱنۡ
Artinya: “Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya 

Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan”(QS. Al-A‟raf).
88

 

Menurut al-Maraghi bahwa Perhiasan (az-zinah), ialah yang menghiasi 

sesuatu atau seseorang, yang dia ambil untuk dijadikan hiasan. Sedang yang 

dimaksud perhiasan di sini ialah pakaian yang bagus, sebagaimana hal itu 

ditunjukkan oleh sebab turunnya ayat-ayat ini. Paling sedikit ialah pakaian yang 

mencegah seseorang dari hal yang menjadikannya kelihatan sangat buruk, di 

tengah orang banyak. Yakni, pakaian yang dapay menutup auratnya, dan pakaian 

seperti itulah yang wajib dipakai demi sahnya shalat dan thawaf. Adapun yang 

lebih dari itu, yakni pakaian yang dipakai untuk memperelok diri dengan 

perhiasan pakaian, bukanlah melakukan shalat, terutama shalat jum‟at dan shalat 

„Id. Maka, itu sunnat hukumnya, tidak wajib.
88

Sebagian ulama berpendapat bahwa 

memakai perhiasan di waktu ibadah di setiap masjid adalah wajib sesuai dengan 

kebiasaan orang-orang di situ dalam menghiasi diri dalam pertemuan-pertemuan 

dan perkumpulan-perkumpulan, supaya seorang Mu‟min ketika menyembah 

Tuhannya bersama hamba yang Mu‟min lainnya, tetap dalam keadaan yang elok, 

tanpa mengurangi ibadah itu sendiri, dan tidak berlebih-lebihan.
88

Pakailah 

perhiasanmu di masjid-masjid dan ketika melakukan ibadah. Makan dan 

minumlah makanan dan minuman yang baik-baik, dan janganlah kamu berlebih-



                                                                                                                                                                       

lebihan pada semua itu. Tetapi, kamu wajib berlaku pertengahan pada semua itu, 

karena Allah yang Maha Pencipta akan segala kenikmatan tidak menyukai orang 

yang berlebih-lebihan pada semua itu. Bahkan, Allah menghukum mereka atas 

sikap berlebih-lebihan ini, sesuai dengan bahaya dan kerusakan yang ditimbulkan 

oleh mereka. Karena, mereka berarti telah melanggar sunnah-sunnah fitrah dan 

berbuat jahat terhadap diri mereka sendiri mengenai tubuh dan harta mereka, dan 

berbuat jahat kepada keluarga dan tanah air mereka. Karena, mereka adalah 

anggota dalam tubuh keluarga dan bangsa.
88

 

Meskipun ayat di atas berbicara tentang larangan berlebih-lebihan dalam hal 

mengkomsumsi makanan dan minuman, namun gaya hidup berlebih-lebihan, 

contoh: kepemilikan handphone yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan 

keuangan si pembeli, selayaknya juga harus di hindarkan. 

Tabel 4.6 Kebutuhan kredit dalam tinjauan maqasid syariah 

NO Maqasid Syariah Konsep maqasid 

syariah 

Kebutuhan kredit tinjauan 

dari maqasid syariah 



                                                                                                                                                                       

1 Dharuriyyat 

(primer) 

Menguraikan tentang 

menjaga atau 

memelihara harta 

sesuai dengan 

ketentuan maqasid 

syariah yaitu adanya 

ketetapan hukum yang 

dilegalkan oleh Allah 

tentang diharamkan 

riba, memakan harta 

orang lain dengan cara 

batil, dan diwajibkan 

untuk mengganti 

barang yang telah 

dirusaknya, sehingga 

demikian terjaga atau 

terpeliharalah harta. 

Dharuriyyat (pokok) yaitu 

kebutuhan pokok di zaman 

seakarang. Bahwa semua 

orang butuh alat komunikasi 

(handphone) untuk menjaga 

relasi sosial dan keluarga. 

Misalnya untuk komunikasi 

dengan anak yang menempuh 

pendidikan di luar kota, dan 

mengetahui jam penjemputan 

anak pualng sekolah, atau 

menghubungi keluarga jauh 

jika terdapat kabar penting 

yang harus diketahui dengan 

mereka dan cepat. Jadi 

intinya handphone adalah 

kebutuhan pokok dan 

termasuk kategori 

dharuriyyat. 

2 Hajjiyyat 

(sekunder) 

Yang diperlukan oleh 

manusia untuk 

mempermudah dalam 

kehidupan dan 

menghilangkan 

kesulitan maupun 

kesempitan. 

Memiliki sebuah handphone 

adalah kebutuhan 

dharuriyyat, berubah menjadi 

hajiyyat jika memiliki 

handphone yang tidak sesuai 

kebutuhan hidup dengan yang 

berlebih-lebihan, selayaknya 

harus dihindarkan. 



                                                                                                                                                                       

3 Tahsiniyyat 

(tersier) 

Tahsiniyyat yaitu 

untuk memelihara dan 

meningkatkan 

keimanan sebagai 

usaha mendekatkan 

diri kepada Allah, 

seperti bersedekah 

dengan harta. Untuk 

keberlangsungan 

hidup dan estafet 

kehidupan. Untuk 

menyelarakan 

kehidupan di dunia 

dan akhirat. 

Kebutuhan handphone 

berubah menjadi tahsiniyyat, 

alasannya adalah bahwa 

masih ada jenis handphone 

lainnya dengan harganya 

dibawah harga yang 

ditawarkan oleh sejumlah 

counter handphone di daerah 

ini. Idealnya kepemilikan 

handphone adalah 

berdasarkan pada 

kebutuhannya, sebagai alat 

komunikasi semata, bukan 

untuk prestise. Selain itu 

Islam juga mengajarkan gaya 

hidup sederhana dan tidak 

berlebih-lebihan, seperti 

kepemilikan handphone yang 

tidak sesuai dengan 

kebutuhan dan keuangan si 

pembeli, selayaknya harus 

dihindarkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                       

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dan hasil penelitian ini mengenai praktik 

pembebanan pembayaran tunggakan kredit handphone perspektif fiqh muamalah 

di Desa Seruway, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dalam praktik kredit handphone, jika mengambil harta yang lebih tinggi 

berarti riba, karena Islam memberikan keringanan. Ketika debitur tidak 

membayar cicilan, sebagaimana kesepakatan, maka kreditur menetapkan 

tambahan yang harus dibayar karena tunggakan tersebut. 

2. menurut mazhab Syafi‟i dan Hanafi, boleh dengan ketentuan adanya 

kesepakatan kedua belah pihak, kredit dengan nominal yang 

pantas/rasional, dan tidak menzhalimi pembeli. Pendapat Hadawiyah dari 

kelompok Zaidiyah mengatakan praktik seperti ini riba dan haram. Ini 

dikuatkan dengan pendapat Al-Albani yang mengatakan bahwa 

mengambil tambahan harga dibandingkan dengan tambahan harga kontan 

adalah jual beli yang tidak disyaratkan. Jika mengambil harga yang lebih 

tingi berarti itu riba, karena Islam memberikan keringanan. Dari sisi 

praktik bahwa setelah debitur tidak membayar cicilan, sebagaimana 

kesepakatan, maka kreditur menetapkan tambahan yang harus dibayar 

karena tunggakan tersebut. 

 

 



                                                                                                                                                                       

B. Saran  

Terdapat beberapa catatan dalam penelitian ini yang perlu ditindaklanjuti: 

1. Pembeli hendaknya konsisten terhadap perjanjian awal saat melakukan 

kredit, sehingga tidak ada klaim bahwa kredit ini mengandung unsur 

ribawi dan haram. 

2. Untuk peneliti selanjutnya, perlu melakukan kajian yang lebih mendalam 

tentang tema yang sama. 
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